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PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pnj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan

oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Penajam, 19 September 1998
(umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan
terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 03 Oktober 2001
(umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di ALAMAT
sebagai Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di muka persidangan;
Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tertanggal 22 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Penajam, Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 05 Januari 2021 telah
mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di ALAMAT pada
tanggal 23 Juli 2017, di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan
wali nikah yaitu bernama AYAH PEMOHON lldengan mahar berupa Uang
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Rp 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh
dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon |
dengan Pemohon Il terlarang atau terhalang untuk menikabh;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah
tangga dan tinggal bersama di ALAMAT, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak
laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Februari 2018 (umur 2 tahun
10 Bulan);

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan Pemohon
I, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,
menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon I,

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon | dan
Pemohon Il menikah secara siri, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan

Pemohon | dan Pemohon Il yang sah secara hukum;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon I
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amarnya sebagai berikut:

HIm. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan di ALAMAT pada tanggal
23 Juli 2017;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan
yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor
3/Pdt.P/2021/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il sejak tanggal 05 Januari 2021 pada Radio Duta
Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan
terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon | dan
Pemohon Il telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon | dan Pemohon I
menyatakan saat dilangsungkan pernikahan sirri tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il masih berusia dibawah umur minimal kawin, yakni Pemohon |
berusia 18 tahun 9 bulan sedangkan Pemohon Il berusia 15 tahun 8 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dengan Nomor
Induk Kependudukan XXX tertanggal 19 April 2018 yang diterbitkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il dengan Nomor

Induk Kependudukan XXX tertanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan
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Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON | Nomor: XXX
tertanggal 12 Februari 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam
Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON Il Nomor: XXX
tertanggal 21 November 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam
Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama PEMOHON | tertanggal 21
Pebruari 2000 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Waginem Bidan
Kampung Kelurahan Gunung Seteleng, bermeterai cukup dan telah dicap
oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata
cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nhama PEMOHON Il Nomor: XXX
tertanggal 14 Agustus 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam
Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Wonosobo, 26 April 1954, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di
ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Pemohon Il karena sebagai tetangga
Pemohon Il sejak tiga tahun yang lalu, sedangkan saksi kenal
Pemohon | sejak menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah yang
dilaksanakan di ALAMAT pada tanggal 23 Juli 2017;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan
mereka adalah ayah kandung Pemohon |l bernama AYAH
PEMOHON II;

- Bahwa yang menikahkah Pemohon | dan Pemohon Il adalah
saksi sendiri setelah menerima wakil dari AYAH PEMOHON Il;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang
saksi, bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya beragama Islam,
berusia ‘aqil baligh, berakal dan berlaku adil;

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh
Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang sebesar
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka
sedangkan Pemohon |l berstatus perawan;

- Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah sesuai dengan ketentuan hukum lIslam, tidak
terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan
keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak;

: Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il terikat
pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama terikat dalam
perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan
kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon I

tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
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2. SAKSI, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 23 Mei 1957, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di
ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Il karena sebagai keponakan
saksi dan saksi kenal Pemohon | sejak menikah dengan Pemohon
II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah yang
dilaksanakan di ALAMAT pada tanggal 23 Juli 2017;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan
mereka adalah ayah kandung Pemohon Il bernama AYAH
PEMOHON II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
penghulu kampong bernama PENGHULU setelah menerima wakil
dari AYAH PEMOHON 11;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang
saksi, bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya beragama Islam,
berusia ‘aqil baligh, berakal dan berlaku adil;

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh
Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang sebesar
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah sesuai dengan ketentuan hukum lIslam, tidak
terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan
keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon |II terikat
pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama terikat dalam
perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah adalah untuk memperolen kutipan akta nikah dan
kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan cukup dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il memberikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil
permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita
Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang dilangsungkan secara
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait kompetensi relatif,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1
P.2, P.3, dan P.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel
pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888

KUHPerdata dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan identitas
Pemohon | dan Pemohon Il dalam permohonannya ternyata Pemohon | dan
Pemohon Il bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan
kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan akad nikah menurut agama
Islam di ALAMAT pada tanggal 23 Juli 2017 dan oleh karenanya, berdasarkan
Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon | dan Pemohon
Il mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait usia Pemohon | dan
Pemohon Il data melangsungkan perkawinan, Pemohon | dan Pemohon Il telah
mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.5 dan P.6. Alat bukti tersebut telah
diberi meterai cukup dan distempel pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat diterima serta
dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam petitum
permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan
permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat
kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk
petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya,
sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum
berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau
sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada petitum
permohonnya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan
sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilangsungkan di ALAMAT
pada tanggal 23 Juli 2017 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka
berdua bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai buku nikah
sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam disebabkan para Pemohon
menikah secara sirri dan tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis
Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 5 Januari 2021 telah
memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il dan berdasarkan Pengumuman Nomor
3/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 6 Januari 2021, Juru Sita tersebut telah
mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu
dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga
dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan
P.6 di serta dua orang saksi muka persidangan dan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu
persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon | dan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama
Pemohon Il merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1)
jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan,
ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,
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kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim
menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh
karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon I
menetap dan bertempat tinggal di wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas
nama AYAH PEMOHON | dan AYAH PEMOHON Il merupakan akta autentik
sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah
dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut
dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon | merupakan kepala
keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama
dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | sebagai kepala keluarga dan sama-sama
belum pernah menikah dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka
sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan hukum yang menjadi
penghalang bagi keduanya terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah,
karena keduanya dilahirkan dari pasangan suami isteri yang berbeda;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il
bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai
dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di
muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal
171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175
R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi
untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il bernama SAKSI melihat, menyaksikan dan
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mengalami secara langsung bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di
ALAMAT pada tanggal 23 Juli 2017, wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama AYAH PEMOHON Il yang selanjutnya diserahkan kepada
saksi tersebut untuk menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh dua
orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, sedangkan mahar pernikahan
diserahkan oleh Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang tunai sejumlah Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah), Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon
Il tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status
pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan
penikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat
hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta
tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon
I dan Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan
Pemohon I, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il bernama SAKSI, melihat, menyaksikan dan
mengalami secara langsung bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di
ALAMAT pada tanggal 23 Juli 2017, wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama AYAH PEMOHON Il yang selanjutnya diserahkan kepada
penghulu nikah bernama PENGHULU, dengan disaksikan oleh dua orang saksi
bernama SAKSI dan SAKSI, sedangkan mahar pernikahan diserahkan oleh
Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah), Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus
gadis dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan
mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan
tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan
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nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat

hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan

Pemohon Il telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon

I, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di ALAMATpada tanggal
23 Juli 2017;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama AYAH PEMOHON II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Penghulu yang
bernama PENGHULU setelah menerima wakil dari AYAH PEMOHON II;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu
SAKSI dan SAKSI beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

- Bahwa mas kawin yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon Il berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status
pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan Pemaohon I
telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab
dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat
hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikarunia satu orang anak;
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- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalah
untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya
karena para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri sehingga
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il secara hukum Islam yang dilangsungkan di ALAMAT pada tanggal
23 Juli 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Mastur
yang selanjutnya diserahkan kepada PENGHULU sebagai penghulu nikah,
dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI,
telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan maksud Pasal 2 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon | dan Pemohon II,
alat bukti P5 dan P6, saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon |
berusia 18 tahun 9 bulan dan Pemohon Il berusia 15 tahun 8 bulan, sehingga
belum memenuhi syarat minimal usia kawin berdasarkan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa peraturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu memiliki maksud
pembatasan usia kawin dilakukan karena dikhawatirkan anak perempuan yang
berusia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual,
karena organ reproduksinya belum siap dibuahi sehingga tidak dianjurkan
menikah, sedangkan usia 19 tahun sebagai batas minimal laki-laki untuk
menikah diasumsikan bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan cakap dari
istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari
nafkah;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya hingga saat ini kondisi rumah
tangga Pemohon | dan Pemohon Il tetap rukun dan harmonis, Pemohon |

sebagai kepala keluarga bekerja sebagai Nelayan untuk menopang kehidupan
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keluarga dan Pemohon Il menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-
anaknya, bahkan saat ini keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang
berusia dua tahun sepuluh bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa
telah nampak kedewasaan antara Pemohon | dan Pemohon Il dalam menjalani
dan membina pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat alasan kurangnya syarat batas minimal usia kawin dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada
saat dilangsungkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II di ALAMAT pada
tanggal 23 Juli 2017 dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il secara hukum Islam yang dilangsungkan di ALAMAT pada tanggal
23 Juli 2017, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan
akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena saat itu para Pemohon
memang menikah secara sirri dan tidak mendaftarkan pernikahan Para
Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf
(e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat
petitum angka (2) permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk
dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II dalam petitumnya angka
(3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut
hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon I
(PEMOHON II) yang dilaksanakan di ALAMATpada tanggal 23 Juli 2017,
3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami
Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur
Rahmawati, S.H.l. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai
Panitera serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.l.

Hakim Anggota Hakim Anggota
TTD TTD
Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.
Panitera
TTD
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman Rp 100.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 200.000,00
5. Biaya Meterai Rp __ 9.000,00
Jumlah Rp 419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



